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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transisi sistem tersebut, dengan fokus pada kesiapan
infrastruktur, hambatan teknis migrasi data, dan adaptasi perilaku wajib pajak di KPP Pratama Purwakarta. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam dengan Account Representative dan wajib pajak, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi selama periode
transisi 2024-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan paradigma taxpayer-centric melalui fitur pre-populated
data pada Coretax berhasil meningkatkan efisiensi waktu pelaporan SPT Wajib Pajak Badan hingga 40%. Namun, proses
transisi menghadapi kendala teknis signifikan, terutama terkait residu data dari legacy system yang menyebabkan
ketidaksinkronan data utang pajak dan kegagalan validasi NIK. Selain itu, ditemukan adanya learning curve yang tajam
pada wajib pajak sektor UMKM yang memicu resistensi awal terhadap antarmuka sistem baru. KPP Pratama Purwakarta
merespons tantangan ini melalui strategi edukasi hibrida yang terbukti efektif meningkatkan penerimaan teknologi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada keandalan
arsitektur sistem, tetapi juga pada akurasi pembersihan data (data cleansing) dan intensitas pendampingan digital di
tingkat lokal.

Abstrak: Coretax Administration System (CTAS), e-Filling, Kepatuhan Pajak, KPP Pratama, Transformasi Digital.

DOL: Abstract: The digital transformation of tax administration in Indonesia has entered a
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critical phase with the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax),
replacing the fragmented e-Filing system. This study aims to analyze the dynamics of this
system transition, focusing on infrastructure readiness, technical obstacles in data
migration, and taxpayer adaptation at KPP Pratama Purwakarta. The study employs a
descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through
in-depth interviews with Account Representatives and taxpayers, participant
observation, and documentation studies during the 2024-2025 transition period. The
results indicate that the application of the taxpayer-centric paradigm through the pre-
populated data feature in Coretax successfully improved Corporate Taxpayer reporting
efficiency by up to 40%. However, the transition process faced significant technical
challenges, particularly with data residues from the legacy system, which led to tax debt
synchronization discrepancies and NIK validation failures. Furthermore, a steep learning
curve was observed among MSME taxpayers, triggering initial resistance to the new
system interface. KPP Pratama Purwakarta addressed these challenges through hybrid
education strategies that proved effective in increasing technology adoption. This study
concludes that the successful implementation of Coretax depends not only on the
reliability of the system architecture but also on the accuracy of data cleansing and the
intensity of digital assistance at the local level.

Keywords: Coretax Administration System (CTAS), Digital Transformation, e-Filling,
Small Tax Office, Tax Compliance.
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Pendahuluan

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia telah menjadi pilar
utama dalam Reformasi Perpajakan Jilid III. Selama lebih dari satu dekade, sistem e-Filing
telah menjadi tulang punggung pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik.
Menurut Tampatonda et al. (2025), implementasi e-system terbukti meningkatkan
kepatuhan sukarela wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur birokrasi. Namun,
seiring dengan kompleksitas transaksi ekonomi digital, sistem e-Filing yang ada saat ini
dianggap masih memiliki keterbatasan dalam hal integrasi data lintas fungsi perpajakan,
seperti pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan yang masih terfragmentasi (Cahyadi,
2025) (Rieshe & Aji, 2021).

Guna menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan
Core Tax Administration System (CTAS) atau yang kini dikenal luas sebagai Coretax.
Anggraeni & Susilowati (2025) menjelaskan bahwa Coretax dirancang untuk menyatukan
21 proses bisnis perpajakan ke dalam satu basis data terintegrasi yang menganut prinsip
taxpayer-centric. Berbeda dengan e-Filing konvensional, Coretax memungkinkan adanya
titur pre-populated data yang lebih luas, sehingga meminimalisir kesalahan input oleh wajib
pajak. Sebagaimana ditegaskan dalam laporan perkembangan reformasi perpajakan oleh
DJP (2024), transisi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi administratif yang signifikan
baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Harahap, 2023) (Putri & Taun,
2023).

Meskipun keunggulan teknis sistem baru ini sangat menjanjikan, proses transisi dari
ekosistem e-Filing lama menuju Coretax di tingkat operasional tetap menghadapi berbagai
kendala. Mawaranty & Furqon (2025) dalam studinya menekankan bahwa kesenjangan
literasi digital di antara wajib pajak dapat memicu resistensi terhadap penggunaan sistem
baru yang memiliki antarmuka (interface) lebih kompleks. Yuniar (2024) menyoroti bahwa
pada tingkat KPP Pratama, tantangan utama terletak pada kesiapan infrastruktur
pendukung serta kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan edukasi yang
efektif selama masa migrasi data berlangsung. Kekhawatiran akan terjadinya downtime
sistem atau ketidaksinkronan data selama masa transisi menjadi isu krusial yang perlu
dimitigasi (Alfirdaus & Anas, 2024) (Inayah, 2023).

Hingga saat ini, penelitian sebelumnya masih berfokus pada desain kebijakan Coretax
secara makro, namun masih terbatas riset yang mengeksplorasi dinamika transisi pada level
unit terkecil seperti KPP Pratama selama tahun implementasi 2024-2025 (Triyanto et al.,
2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan
analisis transisi dari e-Filing menuju Coretax dengan fokus studi kasus pada KPP Pratama.
Penelitian ini akan membedah proses adaptasi sistem, kendala teknis yang muncul di
lapangan, serta efektivitas strategi sosialisasi yang diterapkan. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penyempurnaan implementasi
sistem inti perpajakan nasional di masa mendatang.
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Metodologi

Pada penelitian ini, digunakan metode, variabel kontrol, bahan, dan instrumen yang
mencakup semua prosedur eksperimental penelitian yang dipaparkan sebagai berikut.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memberikan
gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai proses transisi sistem informasi
perpajakan di lingkungan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh
Juita et al. (2025), pendekatan kualitatif sangat efektif dalam mengeksplorasi tantangan
manajerial dan teknis yang muncul selama proses implementasi teknologi baru dalam
organisasi publik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta.
Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa KPP tersebut memiliki
karakteristik wajib pajak yang beragam, mulai dari sektor industri hingga UMKM, yang
merepresentasikan tantangan transisi e-Filing ke Coretax secara komprehensif. Penelitian
dilaksanakan selama periode transisi aktif pada semester kedua tahun 2024 hingga tahun
2025.

Sumber Data dan Informan
Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

1. Data Primer
Data ini diperoleh melalui observasi langsung di area pelayanan (Tugas
Luar/Pojok Pajak) dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan
kunci. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari:
a) Dua orang Account Representative (AR) sebagai representatif pelaksana teknis.
b) Satu orang Petugas Penyuluh Perpajakan.
c) Tiga orang Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi) yang telah bermigrasi ke sistem
Coretax.

2. Data Sekunder
Data ini berupa dokumen laporan kepatuhan SPT, catatan statistik penggunaan
sistem di KPP, serta regulasi terkait implementasi Coretax yang diterbitkan oleh DJP.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
1. Wawancara

Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi
informan mengenai kemudahan penggunaan (ease of use) dan hambatan teknis Coretax
dibandingkan e-Filing.

2. Observasi
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Mengamati interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak saat proses asistensi
penggunaan modul Coretax di loket pelayanan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data statistik tingkat keberhasilan pelaporan SPT selama masa
transisi sebagai data pendukung hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang
terdiri dari tiga tahapan utama (Rosyada et al., 2025):

1. Reduksi Data

Merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara dan observasi
lapangan agar fokus pada masalah transisi sistem.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif deskriptif dan tabel
komparatif agar pola hubungan antar variabel terlihat jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan verifikasi terhadap temuan awal untuk menghasilkan kesimpulan
yang solid mengenai keberhasilan dan hambatan transisi dari e-Filing ke Coretax.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi
sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan
informasi dari sudut pandang petugas pajak dengan sudut pandang wajib pajak. Sementara
itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek konsistensi data hasil wawancara
dengan data hasil observasi dan dokumentasi laporan di KPP Pratama.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian di KPP Pratama Purwakarta menunjukkan dinamika yang kompleks
selama transisi dari sistem e-Filing lama menuju ekosistem Coretax. Temuan
dikelompokkan menjadi tiga pilar utama: kesiapan SDM, kendala teknis migrasi, dan
transformasi pengalaman wajib pajak.

Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Lokal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Representative (AR), KPP Pratama
Purwakarta telah melakukan persiapan intensif melalui Internalization of Corporate Value
(ICV) dan pelatihan teknis khusus Coretax sejak akhir 2024. Informan menyebutkan bahwa
tantangan utama bukan terletak pada pemahaman regulasi, melainkan pada perubahan
paradigma dari pengawasan berbasis transaksi (transaction-based) menjadi pengawasan
berbasis profil wajib pajak secara utuh (taxpayer-centric).
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Secara infrastruktur, KPP Pratama Purwakarta melakukan peningkatan bandwidth
internet sebesar dua kali lipat untuk mengakomodasi lalu lintas data Coretax yang lebih
berat dibandingkan e-Filing. Hal ini sejalan dengan pendapat Triyanto et al. (2024) yang
menyatakan bahwa stabilitas koneksi adalah prasyarat mutlak dalam implementasi sistem
inti perpajakan terintegrasi.

Kendala Teknis dalam Proses Migrasi Data

Meskipun persiapan telah dilakukan, proses transisi tetap menghadapi beberapa
hambatan teknis di lapangan. Tabel 2 merangkum kendala dominan yang ditemukan
selama observasi di area pelayanan KPP Pratama Purwakarta.

Tabel 1. Inventarisasi Kendala Transisi Sistem di KPP Pratama Purwakarta

. . Frekuensi
Jenis Kendala Deskripsi Temuan Keluhan
Sinkronisasi Ketidaksesuaian data utang pajak antara sistem lama dan Coretax L
‘ A Tinggi
Data pada masa awal migrasi.
Latensi Response time pada modul Coretax melambat saat jam sibuk Sedan
Antarmuka (pukul 10.00 - 14.00 WIB). &
cq . Kendala pada wajib pajak yang belum melakukan pemadanan L
Validasi NIK NIK-NPWP secara sempurna. Tingg
Login Error Kegagalan otentikasi saat wajib pajak mencoba berpindah dari Rendah

akun DJP Online lama.

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Analisis terhadap Tabel 1 menunjukkan bahwa sinkronisasi data dan validasi NIK
merupakan isu paling krusial. Penemuan ini memperkuat Night & Bananuka (2020) bahwa
integrasi single source of truth (data tunggal) selalu menghadapi risiko residu dari basis data
lama yang belum bersih (cleansing data).

Transformasi Pengalaman Pengguna antara e-Filing vs Coretax

Salah satu temuan paling signifikan adalah respon wajib pajak terhadap fitur pre-
populated pada Coretax. Dari hasil wawancara dengan wajib pajak badan di Purwakarta,
penggunaan Coretax memangkas waktu pengisian SPT Tahunan hingga 40% dibandingkan
e-Filing.

"Dulu di e-Filing kami harus input satu-satu bukti potongnya. Sekarang di Coretax,
data dari lawan transaksi sudah muncul otomatis, kami tinggal verifikasi. Ini jauh lebih
cepat." (Informan 3, Staf Pajak Perusahaan Manufaktur di Purwakarta).

Namun, bagi wajib pajak orang pribadi (UMKM), sistem Coretax awalnya dirasa
"intimidatif" karena banyaknya modul yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kurva
pembelajaran (learning curve) yang tajam. Menurut Erica (2021) , kemudahan penggunaan
(perceived ease of use) sangat subjektif dan bergantung pada literasi digital pengguna. Di
Purwakarta, kesenjangan ini dimitigasi dengan pembentukan "Kelas Pajak Coretax" setiap
minggu di kantor pajak.
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Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi di Tingkat Lokal

Strategi sosialisasi KPP Pratama Purwakarta yang menggabungkan metode daring
(Zoom/YouTube) dan luring (Pojok Pajak di pusat keramaian) terbukti efektif
meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 75% dalam tiga bulan pertama implementasi.
Keberhasilan ini konsisten dengan temuan Fatahillah (2025) bahwa dukungan proaktif dari
otoritas pajak adalah variabel kunci dalam meminimalisir resistensi terhadap sistem baru.

Secara keseluruhan, transisi di KPP Pratama Purwakarta menunjukkan tren positif.
Meskipun terdapat kendala teknis pada validasi data di awal, efisiensi yang ditawarkan
oleh mekanisme Coretax mulai dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak besar dan
menengah, sementara edukasi berkelanjutan masih sangat diperlukan bagi segmen wajib
pajak kecil (Kemenkeu, 2023) (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023) (Sumahardanti & Fatimah, 2023).

Paradigma Taxpayer-Centric: Redefinisi Hubungan Fiskus dan Wajib Pajak

Temuan penelitian di KPP Pratama Purwakarta menunjukkan bahwa transisi dari e-
Filing ke Coretax bukan sekadar migrasi teknis, melainkan pergeseran filosofis dalam
administrasi perpajakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hazaima et al. (2021) , Coretax
mengubah basis data yang sebelumnya terkotak-kotak (silo) menjadi satu kesatuan yang
berpusat pada profil wajib pajak. Di Purwakarta, hal ini terlihat dari kemampuan Account
Representative (AR) untuk memantau kewajiban perpajakan secara real-time tanpa harus
membuka berbagai aplikasi berbeda.

Menurut Sartika et al. (2024), integrasi sistem semacam ini adalah prasyarat bagi
terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi
bahwa dengan adanya fitur pre-populated data, beban administrasi wajib pajak berkurang
secara signifikan. Diskusi ini memperkuat argumen bahwa otomasi sistem secara langsung
berkontribusi pada penurunan biaya kepatuhan (compliance cost), yang pada akhirnya dapat
meningkatkan rasio penerimaan pajak di tingkat KPP Pratama.

Analisis Hambatan Teknis: Masalah Residu Data dan Validasi

Meskipun efisiensi meningkat, temuan mengenai tingginya keluhan sinkronisasi data
dan validasi NIK di Purwakarta menjadi catatan kritis. Rahmah & Hariatih (2025)
menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi sistem informasi berskala
nasional adalah kebersihan data (data cleansing) dari sistem warisan (legacy system).
Ketidaksinkronan data utang pajak yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa
proses migrasi dari e-Filing lama ke basis data Coretax masih menyisakan residu informasi
yang belum sepenuhnya akurat.

Tingginya frekuensi kendala validasi NIK juga menunjukkan bahwa keberhasilan
Coretax sangat bergantung pada integrasi data lintas kementerian (dalam hal ini, Dukcapil).
Listiyowati et al. (2021) menegaskan bahwa sistem inti perpajakan tidak dapat berdiri
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sendiri) (ia merupakan bagian dari ekosistem digital nasional. Oleh karena itu, hambatan
teknis yang terjadi di KPP Pratama Purwakarta memberikan sinyal bahwa penguatan
kolaborasi data antar-lembaga adalah faktor determinan yang harus diselesaikan sebelum
Coretax diimplementasikan secara absolut di seluruh Indonesia.

Kurva Pembelajaran dan Adaptasi Digital di Wilayah Urban-Industrial

Fenomena "gegar budaya digital" yang ditemukan pada wajib pajak UMKM di
Purwakarta memberikan perspektif menarik mengenai Technology Acceptance Model (TAM).
Menurut Hidayat & Inayati (2025) , persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use)
seringkali tertutup oleh kompleksitas antarmuka sistem baru pada tahap awal. Di KPP
Pratama Purwakarta, wajib pajak yang sudah bertahun-tahun nyaman dengan e-Filing
merasa kesulitan menavigasi modul Coretax yang lebih komprehensif.

Namun, strategi mitigasi melalui "Kelas Pajak Coretax" yang dilakukan secara
konsisten di Purwakarta membuktikan bahwa dukungan institusional dapat mempercepat
masa adaptasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Deva & Triyono (2021) yang menyatakan
bahwa intervensi edukasi luring masih sangat diperlukan sebagai komplementer dari
sistem daring, terutama pada daerah dengan profil wajib pajak yang memiliki literasi digital
beragam. Transformasi digital tidak boleh meninggalkan segmen wajib pajak yang kurang
melek teknologi agar tidak terjadi kesenjangan kepatuhan (Ihsan & Hutama, 2023) (Nabila
et al., 2025) (Tunggadewi, 2023).

Implikasi Terhadap Kebijakan Transformasi Digital DJP

Secara keseluruhan, diskusi ini menyoroti bahwa transisi di KPP Pratama Purwakarta
dapat menjadi blueprint bagi kantor pajak lainnya di Indonesia. Pengalaman di lapangan
menunjukkan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan
algoritma Coretax, tetapi oleh tiga faktor kunci: (1) akurasi migrasi data, (2) kesiapan
infrastruktur internet di tingkat lokal, dan (3) intensitas pendampingan kepada wajib pajak.
Temuan ini mendukung visi DJP (2024) mengenai administrasi perpajakan yang modern,
namun tetap menekankan pentingnya fleksibilitas prosedur selama masa transisi agar tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari sistem e-Filing menuju Coretax di
KPP Pratama Purwakarta merupakan langkah transformatif yang berhasil meningkatkan
efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa
implementasi fitur pre-populated data dalam ekosistem Coretax mampu memangkas waktu
pelaporan SPT bagi wajib pajak badan hingga 40%, yang sekaligus memvalidasi pergeseran
paradigma dari pengawasan berbasis transaksi menjadi pengawasan berbasis profil wajib
pajak yang terintegrasi (taxpayer-centric).

Namun, efektivitas transisi ini masih dibatasi oleh beberapa hambatan teknis yang
krusial, terutama terkait dengan residu data dari sistem lama (legacy system) yang
menyebabkan ketidaksinkronan data utang pajak pada masa awal migrasi. Selain itu,

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/jurnalemak



Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Vol: 7, No 1, 2026 8

tingginya frekuensi kendala pada validasi NIK menunjukkan bahwa keberhasilan sistem
Coretax sangat bergantung pada kualitas integrasi data lintas instansi pemerintah. Pada
aspek sumber daya manusia, ditemukan adanya kurva pembelajaran yang tajam di
kalangan wajib pajak UMKM, di mana kompleksitas antarmuka Coretax sempat memicu
resistensi dibandingkan sistem e-Filing yang lebih sederhana. Meskipun demikian, strategi
mitigasi melalui edukasi luring dan Kelas Pajak di KPP Pratama Purwakarta terbukti efektif
dalam meminimalisir gegar budaya digital tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran praktis.
Pertama, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diperlukan upaya pembersihan data (data
cleansing) yang lebih masif sebelum sistem diimplementasikan secara absolut guna
menghindari sengketa data utang pajak. Kedua, penguatan infrastruktur bandwidth di
tingkat KPP Pratama perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas response time
sistem pada jam sibuk. Ketiga, bagi KPP Pratama Purwakarta, program pendampingan
intensif bagi wajib pajak kecil tetap harus dipertahankan sebagai jembatan transisi hingga
literasi digital wajib pajak mencapai tingkat yang memadai. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengeksplorasi dampak transsisi ini terhadap rasio penerimaan pajak
secara kuantitatif dalam jangka panjang pasca-implementasi penuh.
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